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NOMOR 02恥HUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DANA AしOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITAS萱

PENANAMAN MODAしPEMER量NTAH KOTA SIBOLGA

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI K恥slBo鵬A,

Menimb紬g　‥ a･ b血wa D紬a Alokas主軸usus Non鯖sik Fasil血si Pen紬aman

Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi

Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan perkembangan

Program pengawas紺　dan pengendalian investasi/

penanaman modal di Ko血Sibolga;

b･ bahwa pelaksanaan bela可a DAK Non Fisik Fasilitasi

Penan劃an Modal Tahun Angg町皿2021 telah diatur da量am

PeratuT`an Badan Koordinasi Penananan Modal Nomor 10

Tahun　2020　tentang petunjuk Tekms Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Non鯖sik Fasilitas Pen孤am紬Modal Tahun

Anggaran 202 1 ;

c･ bahwa deng皿diterbi此amya Peratur狐Badan K00rdinasi

Pen紬am劃　Modal Nomor 10　Tahun　2020　sebagaim肌盆

dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kota Sibolga perlu

menetapkan pedoman penyelenggaraan penggunaan dana

alokasi khusus tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dal劃huruf a, bumf b, d紬huruf c, pe正u menetapkan

Pe｢aturan Wa茸Kota tentang penyele皿斑虹aan Dana Alokasi

musus Non宜sik FasiHtasi Penanaman Modal Peme正nta血Kota

Sibolga Tahun Anggar紬202 1 ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pembcntuk劃　Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik工ndonesia Tahun 1 956 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2･ひれdr7ig-u融伽9...



2･ Und狐g-Undang Nomor 2与Tahun 2007 tentang pen紬aman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor　67, Ta皿bah紬Lembar紬Negara Republik

工ndonesia Nomor 4724) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Dacr心性mbar紬Neg紬a Rcpublik萱ndonesia Tahm 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dcng紬　Undang-Und紬g Nomor　9　Tahun　2015

tent紬g Pe叫bah紬Kedua A屯s Und紬g-Und劃g Nomor 23

Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik　工ndonesia Tahun　201与　Nomor　58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4●　Undang-Und紬g Nomor 11 T血un 2020 tent紬g cipta Ke工ja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) ;

5･ Peratur紬peme止n亡ah Nomor 55 Tahun 2005 ten血ng Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005　Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575) ;

6･ Peraturan peme丘nt血Nomor 24 Tahun 2018 tent劃g

Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahanしemb祉抑Neg紬a Republik

事ndonesja Nomor 62 1 5);

7. Peraturan Pemerintali Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah和しembaran

Negara Republik工ndonesia Nomor 6322);

8･ Peratur紬打esiden Nomor 90 Tahun 2007 tent紬g Bad劃

K○○rd血asi Pen劃aman Modal sebagaim紬a telah beberapa

k血i diubah terakhir deng紬Pera亡ur狐打esiden Nomor

24 Tahun 2020 tentang PeⅢbah劃Kedua Atas Peraturan

打esiden Nomor 90 Tahun 2007 tent孤g Ba臆dan K○○rdinasi

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 35);

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rmcian

A血ggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 266);

1〇･ Peraturan Mente轟　Dalam Negeri Nomo｢ 70　tahun 2019

tentang Sistem lnfomasi Pemerintah Daerah;



1 1･ Peratu｢an Kepala Badan Koordinasi Pen紬劃an Modal

Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan Hasil Pemetaan

Urusan pemelintah Daerah di Bidang Penanaman Modal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo｢
1218) sebaga血am telah diubah deng紬Peraturan Kepala

Bad紬K∞rd血asl Penanam紬Modal Nomor 4 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas peraturan Kepala Badan

K○○rdinasi Pen劃am紬Moda重Nomor 7　T血un 2016

tent劃g Penetap劃　Hasil pemetaan umsan

Peme正ntahan Daerah d土Bid狐g Pen劃劃an Modal

(Be正ta Neg紬a Republ庇lndonesia Tahun　2017

Nomor 409);

12･ Peratur紬Bad紬K○○rd血asi Penan劃an Modal Nomo｢ 4

Tahun 2020 tentang organisasi d紬Tata Ke重ja Badan

K○○rd血asi Pen狐am狐Modal (Behta Negara Republik

lndonesia T血皿2020 N｡mor I 172);

13･ Peratur紬Bad紬K○○rd血asi Pen紬劃孤Modal Nomo｢ 6

Tahun 2020 ten亡ang pedom蝕d紬Tata Cara Pengendalian

Pe量aks紬a紬Pen紬劃紬MoぬくBehta Nega重a RepubⅢ

Indones土a Tahun 2020 Nomor 1330);

14･ Peratur狐Badan K○○rdmasi Pen紬a皿紬Modal Nomo｢ 10

T血un 2020 tent紬g Petu可uk Te血is Pen鑑unaan D紬a

Auokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penan~ Modal Tahun
Angg狐an 202 1 ;

1与･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 T血un 2017

tentang Pembentukan Per紬gkat Daer血Ko血腫mb紬紬

Daera血Ko屯Sibo獲ga T血m 2017 Nomor 13, Tambahan

ljemaran Daerah Kota Sjbolga Nomor 12);

16･ Peratur紬Waliko屯Siわlga Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Keduduk紬, Susun紬Org劃isasj se鳴Tugas d紬Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan軸ayanan perizinan Terpadu

Satu軸ntu Kota Sibolga (Benta Dae｢血Kota Sibo重ga Tahun

2017 Nomor 37);

17. Peraturan Wall Kota Sibolga Nomor 49 Tahun 2020 tentang

Stand紳Satuan Harga Bar孤g d紬且sa peme盲細tah Koぬ

Sibolga Tahun 2021 (Behta Daerah Kota S重bolga T血un 2021

Nomor 274);

18･ Peraturan wal宣Kota Sibolga Nomor 51 Tahun 2020 te虹ang

Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Da�&6��ｶ��

Sibolga Tahun 2021 Nomor 276);

M巴MUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELBNGGARAAN

DANA ALOKASI KHUSUS NONF獲S丁K FAS寒L量TASI

PENANAMAN MODAL PBMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN

ANGGARAN 202 L



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pe｢atur狐wali Kota ini yang dimaksud dengan ‥

1･ Daerah adalah Ko屯Siわlga

2. Pemerintah Daerah adalah Pememtah Kota Sibo]ga

3･ WalしKota adalah Wali Ko屯Sibolga

4･ Dana Alokasi musus y紬g se重a刊u血ya disiⅡgkat DAK adaぬh

d紬a yang bersumber dad An饗aran Pendapatm dan Be看a可a

Negara kcpada dae｢ah te壇ntu deng紬　巾uan untuk

membantu mend紬ai kegia亡細　田usus y狐g me｢upak紬

umsan daerah dan sesua上dengan p五〇正tas nasional.

5. DAK Nonfisik Fasilitasi Pemnaman Modal adalah dam yang

bersumber dad An認ar皿Pendapat紬dan Bela垂a Negara dan

dialokasik紬kepada daerah亡e血entu dengan巾u紬untuk

membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal

yang mempakan umsan daerah d狐sesuai dengan p五〇五tas

nasionaL

6〃　Pem紬tauan adal血　kegiatan y狐g di量akuk紬　untuk

皿engumpuⅢan, mengevaluasi, d紬　menyajikan data

perkemb紬g孤realjsasi pcnana皿an modal ,

7･ Pengawas紬adalah upaya atau kegiatan y狐g dilakuk抑guna

meme正ksa perkcmb紬gan realisasi penanam紬　modal,

mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan

terhadap ketentuan pelaksaman penanaman modal, temasuk

penggunaan fasilitasi penamman modal,sejak diberikannya

perizinan dan /atau penzinan berusaha.

8　Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahari Berusaha adalah

kegjatan pelatihan dan lokakarya nonsertifikasi yang

diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu　曲ntu provinsi dan/atau Dinas Penanaman

Modal dan Pelayan紬Te申adu Satu曲ntu Kabupaten/Kota,

bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman

ketentu紬d孤kete｢ampil紬dalam pelaksanaan penanam劃

modal.

9, Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung

mulal dari tangga= Januari sampai dengan tanggal 31
Desember 202 1.

10･Bad紬　K○○rdinasi Pen紬劃紬　Modal y紬g se重a可u巧手a

disingkat BKPM adalah lembaga peme止れtah yang berada

dibawah dan be血nggung jawab kepada Presiden.

1 1. Djnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selaTijutnya disebut DPMPPTSP adala血unsur pembantu

kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daer血di bidang penanaman mαi狐yang me面adi kewenangan

pemehntah dacrah Prov十nsi atau pemehn屯h daerah

Kabu paten / Kota.

12. DPMPPTSP Kota Sibolga adalah penyelenggaran DAK Fasilitasi

Penanaman Modal TA 2021 yang berada di wilayah Kota

Sibolga,

Z3,DP弛Ppr_SP ,.



13. DPMPFTSP Provinsi yang merupakan unsur koordinasi bagi

Kota Sibolga adalah DPMPPTSP Provinsi Sumatera utara.

I 4. Orgamsasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah unsur perangkat daerah |]ada pemerintah daerah yang

melaks紬akan urusan pemerintahan daerah.

15･ Depu心Bid珊g Pengendalian pelaks紬a紬Pen紬aman Modal

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di

bid紬g pengendalian pe重aks紬a紬pen劃am紬modal yang

be｢ada dibaw血d紬be血n鎚叫ng jawab kepada Kepala BKPM,

16･ Bidang Pen紬劃an Modal adalah bidang di Dinas Pen紬劃an

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Sibolga yang melaksanakan unsur pengawasan dan

pengend瓢i紬us血a y抑g bemda di Kota Sibolga.

17･St紬dar Satu紬　H紬ga yang sela可u血ya disingkat SSH

merupak紬acuan satuan h祉ga per unit ba｢ang力asa di Kota

Sibolga y紬g ditetapk紬dengan ke亡entuan kepala dae丁ah.

18. Standar Satuan Biaya yang se]anjutnya. disingkat SSB

merupakan acuan satuan biaya per unit barang/jasa di K.ta

Sibolga yang ditetapk劃dengan ketentuan kepaぬdaerah.

19. Standar Biaya adalah satuan biaya yarig ditetapkan debagai

acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Ren｡ana Ker]`a

Anggaran organi祖si perangkat daerah.

20･ Sistem Infbmasi Peme轟nt血　Daerah y劃g se量anju血ya

disingkat SIPD merupakan sistem infomasi yang memua亡

system perenc孤aan pemb調印nan daerah da皿　sys亡ern

keuangan daerah, seria system pemerintalian daerah yang

lain, te調asuk system pembinaan d弧pengawas劃pemenn亡血

daerah.

BAB暮1

RUANG HNGKUP

Pasal2

(1) DAK Nonfisik F`asilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran

202置Kota Sibolga t謝di轟沈as ke産at狐二

a･ pemantauan pelaks孤a紬penana皿an modal di koぬSibo量ga;

b･ pengawas紬pelaksana紬penanam紬moda1 di Kota Sibolga;

dan

c･ bimbing狐Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha di K｡ta

Sibolga.

(2) Kegiat紬sebaga上mana djmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

DPMPPTSP Kota Sibolga.

Pasa｡1 3

Pemantau紬sebagaim紬a dimaksud dalam Pasa獲2 ayat (1) bumf

a meliputi :

a･ pen糾mpulan, ve珊kasi, dan evaluasi　止poran Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) yang disanpaikan secara dalam

jahng紬(da五ng) oleh pelaku usaha;

b･ identi正kasi data pe正z山肌bemsaha;

c･ realisasi penanaman mod血di lokasi proyek; dan

d･ pemsalahan yang dihadapi oleh pe量aku usaha.



Pasal 4

(1) Pengawasan sebagainana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b melipu心.

a･ pencapaia皿realisasi pen紬劃an modal;

b. pelaksanaan pemenuhan komjtmen perizinan berusaha

penana皿an modal;

c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (co7pomte

soda? ri�7��ｷ6ｦ%ｸ�i%誡�77"���V���Vﾆ�ｷR�W6���ｰ

d･ pelak組naan t紬籠ung jawab pe量aku usaha terhadap

ke音esta轟an hngkung劃hidup; din

e. pelaksmaan tang即ng jawab pelaku usaha terhadap

keselamatan, kesehatan, kenyananan, dan kesejahteraan

pcke寄a.

(2) Pengawas劃sebaga血紬a dimaksud pada ayat (1)dilakukan

sebagai心ndak la可ut atas:

a･ hasil pelaks狐aan k埴at紬pem紬tau狐;

b. 1aporan dan masyarahat tentang adanya indikasi

penyimpangan sebagaimana diatur da上皿　ke亡entuan

peraturan perund劃g-undang紬;

c. pemintaan darn OPD dan/atau inst紬si terkait; dan/atau

d. usulan pencabutan perizinan言zin uscha atasperizman

berusaha dan/atau kegiatan usahadah SKPD terkait sesuai

dengan kewenang紬nya.

Pasal 5

(1) Bimbinga皿　Teknis/Sosialisas王　Kemudah劃　Bemsaha

sebagajmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c meliputi:

a･ sosialisasi ke坤akan penanaman modal;

b. sosialisasi kemitraan usala;

c. bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara

elek廿onik; din

d･ bimbingan teknis tata c虹a penyampa王an LKPM online

pehzinan bemsaha.

(2) Bimbing紬　Teknis/Sosialisasi Kemud且han Bemsaha

sebagaimana d血aksud pada ayat (1) dapat d血kuk紬secara

luaTja正ng劃(1u正ng) maupun da正ng.

(3) Bimbing紬　Teknis/Sosialisasi Kemudahan Beru祖ha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di]akukan melalui

rapat/pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan

narasumber yang kompeten.

Pasa上6

( 1) K獲as描kasi Penehma DAK Non丘sik Fas皿asi Penan劃a皿M∝lal

Tahun Anggaran　2021 untuk Kota Sibolga adalah

Kabupaten/ kota non p五〇正tas.

(2) Klasifikasi penerima DAK Nonfisik Fasilitasl Penanaman M.dal
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan :



a. ni]ai rea]isasi penanaman modal yang berasal dart

pen紬劃an modal dalam nege正d紬penanam紬modal

asing di daerah p調vinsi･ kabupaten/kota se重劃a pe五〇de 3

(tiga) t血un tera址ir dalam melakukan penanaman

modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk

mempcrsiapk孤us血a d紬/atau menghasi-k紬produk

barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan/atau

b･ Kondisi aksesibilitas geogra鯖s.

(3) Kabupaten/kota non p五〇正也s sebagaim劃a dimaksud pada

ayat ( 1) huruf d memiliki kriteria, yaltu:

a･ nila王to血丁ealisasi pen劃a血modal yang dikatego撮紬

kecil; dan/atau

b･ kondisi aksesibilitas geogra血s yang mudah坤紬gkau.

(4) Kategori nilai total realisasi penanaman modal sebagalmana

dimaksud坤da ayat (3) huruf a d紬b tercantum dal劃tab｡I

sebagai behkut :

No 噺7F9)ｩ-ｶv���Ni宣a工TotalRea｣isasiPe 

1 噺�FVx�ｨﾍﾄｶVFﾂ�<Rp200.000.0 

Hal ini merupakan da測　pengenaan Kabupaten/Kota

d皿asi貼ぬsik紬pada phohtas atau nonp五〇五日s.

BAB1暮重

KEWBNANGAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Kewenangan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman

Modal Tahun Anggaran　2021 dilak組nakan oleh DPMP門SP

Kabupaten/ Kota atas kegiatan berusala penanaman modal dalam

nege轟yang me巾adi kewenangan DPMPⅢSP Kota Sibolga sesua土

deng紬ke亡entu紬peratur紬pemnd紬g-und狐ga皿.

BAB工V

PENGEしOLAAN

Pasal8

Pengelola狐　DAK Non範sik Fasilitasi Penan劃紬　Modal Tahun

Anggaran 202 1 meliputi:

a. perencanaan kegiatan;

b･ penganggar劃;

c･ pelaksanaan kegiat紬;

d. pclapo重紬; din

e monitoring dan evaluasi.



Pasal 9

(1) Terhadap perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, DPMPPTSP Kota Sibolga penerima DAK

Nonfisik Fasilitasi Penananan Modal Tahun Anggaran 2021

mengacu pada血ci紬APBN Tahun An縫針紬2021 y孤g

ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undang劃.

(2) Pcrenc紬a劃kegiat孤sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a･ Menu kegia血n; dan

b. Rincian a]okasi DAK nonfisik fasilitasi penamman modal

tahun Anggaran 202 1.

Pasal10

(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

dianggarkan ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Sibolga sesuai deng劃　keten亡u劃

peratur劃　peⅢndang-und劃g紬　di bidang pengclolaan

keuang紬daerah.

(2) Harga satuan biaya DAK Nonfisik Fasi]itasi Penanaman Modal

Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada

pe｢aturan presiden mengenai s血ndar h紬ga satuan regional.

Pasalll

Dal紬hal s屯nd紬harga satu紬di daerah berbeda deng劃

standar harga satu劃｢egional y紬g tel血dite岨pkm oleh打esiden,

daerah dapat menggunakan harga satuan biaya sesuai standar

daerah dengan心dak melebihi stand祉harga satu紬regional.

Pasal 12

(I) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c, dilakcanakan oleh DPMPPTSP Kota Sibolga sesuai

kegiatan DAK Nonrisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun

Angga｢an 202 L

(2) Target output dan alokasi anggaran untuk kegiatan

Pemanぬuan, Pengawas劃, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasl

setiap daer血　dilaks弧ak紬　sesuai dengan y紬g telah

dite屯pkan oleh BKPM.



Pasal13

(1) Pelapor紬sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 8 h皿r d,

disampaikan oleh DPMPFTSP Kota Sibolga secara berkala 6

(ena皿) bulan sekaⅡ.

(2) Pe重aporan sebaga上m紬a dimaksud pada ayat (1 ) bempa重aporan

DAK Non債s址Fasilitasi Penanam紬Modal Tahun仙籠ar紬

202 1 per jenis kegiatan, yang terdin atas:

a･ realisasi penyerapan an籠aran; dan

b realisasi kegiat劃.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di租mpaikan

oleh DPMPPTSP Kota Sibolga kepada BKPM, Kementerian

Perenc紬a紬Pembangunan Nasional/ Bad紬　P｡r｡n｡紬a紬

Pemb紬糾nan Nasional, Kemente正紬　Dala皿　Negeh, d紬

Kemente轟an Keuangan.

(4) D粗am hal BKPM membutuhk劃data laporan sebag糾mana

dimaksud pada ayat (2), di luar pe正ode penyampa王an laporan

sebagaim紬a djmaksud pada ayat (1) DPMP門SP Kota Sibolga

menyampaikan laporan dimaksud kepada BKPM.

(5) Fomat pelapo｢孤　d紬　Pe轟mg糾n由awab劃　D紬a Alokasi

Khusus Nonfisik Penanaman Modal Pemerintah Kota Sibolga

y紬g寄dak terc紬tum da｣am Peratu重紬Waliko血ini, maka

aturan tersebut me巾uk keaturan y紬g lebih血務i mengena王

pengelolaan DAK Nonfisik fasilitasi penananan modal

Pasa重14

( 1) Monit〇五ng d紬evaluasi sebagaimam dimaksud dalam Pasal 8

hu皿でe dilakuka血terhadap :

a･ ketepat血　waktu penyampaia皿laporan secara berkala

setiap 6 (enam) bulan sekali;

b･ rea重isasi penyerap肌an銘紺狐se寄ap kegiatan DAK non最sik

fasilitasi Penanzman Modal Tahun Anggaran 202 1 ;

c･ dampak dan m劃魚a亡pelaksaman; dan

d. pemasalahan yang dihadapi dan ｡ndak lanjut yang

diperlukan.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaks紬aan DAK Nonfisik Fasilitasi

Penana皿　Modal Tahun Anggar紬　2021 sebaga王m紬a

dimaksud pada ayat (1) untuk DPMP門SP Kota Sibolga

dilaks劃ak紬oleh BKPM c･q･ Depu亀Bid紬g Pengendalian

Pelaks紬aan Penanaman Mod血　deng劃　melibatkan

kemente轟a皿/ 1embaga terkait.

Pasal15

Penge重olaan keuangan DAK Non最sik Fasilitasi Pen紬aman Modal

Tahun Anggaran 2021 dalam APBD dilaksanakan sesual dengan

ketentuan peraturan pe叫ndang-und紬gan bidang pengelolaan

keu紬gan daerah.



Pasal16

(1) Penyusunan dan Pengelo重a狐　DAK Non魔sik FasHitasi

Pen紬am皿Modal Tahun Anggar孤202 1 dilaksanakan sesua王

dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Fasil]tasi

Penananan Modal Tahun Anggaran 2021 terc.antum dalam

hampiran I yang merupakan bagian tidak te町isahkan dart

Peraturan wa止Kota ini.

(2) Target output kegiatan dan alokasi anggaran untuk

pengelolaan DAK Nonfisik tercantum dalam Ijampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpicahkan dari Peraturan Wall kota

lnl.

(3) Fomat pro珊hasi量pem細胞u紬pelaku us血a yang dik巾ungi

ke lokasi pr｡yek untuk pengelolaan DAK Non賞s毘te｢cantum

dalam l皿piran重量工yang me｢upak紬bagi紬tidak terpisahkan

dari Peraturan wall Kota ini.

(4) Fomat profil hasil pengawas紬pelaku usaha yang dikunjungi

ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonrisik tercantum

dalam止mpir紬IⅤ y紬g mempakan bagian寄dak terpisahk狐

dah Peratu｢皿Wali Kota ini.

(5) Fomat B�&友���6�&���VﾖW&鵡6�����$����V蹠Vｲ��V誚Vﾆ����
DAK Non丘sik terc紬tu皿dalam Lampir狐V )紬g mempak紬

bagian tidak te甲isa血kan da正Peraturan wall Kota血i.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal17

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or紬g mengetahuinya, memem血hk餌ロengund紬gan

Peraturan Wall Kota血i dengan penempatannya d血am Be正a

Dae｢ah Kota Sibo獲ga･

Dite向pkan di Sibolga

pada tanggal 07 J紬ua正2021

WAしI KOTA S量BOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diund劃gkan di Sibolga

pada t孤ggal 07 J紬ua轟2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA S丁BOしGA,

dto.

MHD, YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA S旧OLGA TAHUN 2021 NOMOR 295



しAMPIRAN I

PERATURAN WAL重KOTA S重BOしG^

NOMOR 02 TA霊園UN 2021

TENTANG

pENyELENGGARAAN DANA AL｡船sl KHUsus NONHslK

FAS宣LITASI PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA

S】BOLGA TAHUN ANGGARAN 202 1

PETUⅢUK TEKNIS PBNGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFIS萱K

FAS萱LITASI P巴NANAMAN MODAしTAHUN ANGGARAN 202 1

BAB賞

PE N DAHU LUAN

A hatar Belakang

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas

pen紬aman modal meⅢpak紬modal utama mtuk mendorong pc巾umbuhan

ekonomi yang lebih tmggi, berkelan].utan dan menyejahterakan secara adil

d紬mera血･ Deng紬memperha心k狐hal te｢sebut, BKPM menetapk紬2 (dua)

arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian

target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penananan modal

y紬g berkualitas dalam upaya mendorong pe正umbuhan ekonomi )Tang

in虻usif d紬be｢kela可utan,

Salah satu arah kebijckan tersebut ditujukan untuk m�誚��F蒙�ﾆｶ��

pencapalan target realisasl penananan modal dalam kerangka pencapaian

pe轟umbuhan ekonomi ra血十ata 5,7-6,0 persen per tahun･ Upaya tersebut

perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran peren｡anaan, peningkatan

iklim･ kerjasana, promosi, pelayanan , pengendalian pelaksanaan penamman

moda], mupun tata kelola internal. Selam tetap melanjutkan upaya yang

masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan

melaksanakan hal-hal yang baru sesua王dengan dinamika dan potensi

pen紬aman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM

｣uga ak紬me比kukan penguatan血ngsi penana皿紬mod血pada OPD ya王tu

DPMPPTSP provinsi, dan DPMP門SP kabupaten/kota melalui penyaluran

Dana Auokasl Khusus (DAK) Nonrisik.

Kebijakan DAK Nonrisik pada prinsipnya dapat dimaknal sebagai langkah

strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelak幾man program/kegiatan

y紬g merupak紬　p五〇五tas msional deng紬　progra皿/kegiat劃　yang

merupakan pho正tasdaerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan

fasilitasi penanaman modal kepada pemerintah Kota Sibolgayang merupakan

曲as揃kasi non-p五〇両s･ DAK N〇両sik diharapk紬　dapat mendukung

p正o正tas nasional dalam ha量perba王k紬kemud血an be調s血a y狐g berawal

dari tersebamya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman

modal.

8. rtJjL狙r,....



8　T巾uan

1･ Meningka址an ku血itas p｡ayanan DPMP門SP Kota- Sibolga dalam

memfasilitasi pelakcanaan penanaman modal.

2. Meningkatkan pemahanan pelaku usaha mengenai ketentuan

pelaks劃a劃penanaman modal.

C S asa ran

Sasaran kegiatan DAK Non鼠sik adalah:

1.meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dari Rp.

817･200･000･000･000,- (de重apan ratus叫uh belas t皿皿dua ratus mi重iar

叫piah) pada T証un 2020 m叩adi Rp･ 858･与0〇･000･000･000,- (delapan

ratus lima puluh delap紬t正liun Ⅱma ratus mili釘r岬Iah) di Tahun 2021;

2. meningkatnya jumlah pelaku uscha yang memiljki perizinan berusaha;

3. meningkatnya jumlah pela｡oran kegiatan penanaman modalpelaku usaha

di masing-masing daerah pr｡vinsi, kabupaten/ kota; dan

4. meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian pemasalahan pelaku usaha

dala皿merealisasika皿血vestasinya.

D Ru紬gLingkup

Ruang lingkup DAK Non鯖sik me虹puti:

1･ Lingkup Wil包yah

DAK Non債sik dialokasikan kepada 34 (寄ga puluh empat) peme正ntah

provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota,

temasuk did血amnya Kota Sjbo量ga.

2･ Lingkup Kegiatan

a. Kc.giatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ditujukan

kepada pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Usaha M血o, Kecil d紬Meneng血(UMKM) di daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pemantauan meliputi:

1 i Pengu皿pulan data pe轟zinan be叫saha;

2. Verifikasi dan evaluasi LKPM melalui sistem OSS menggunakan

hak akses yang dimiliki oleh DPMPPTSP Kota Sibolga;

3･ DPMPPTSP p｢ovinsi melakukan k○○rdinasi pelaksanaan

pe皿antauan dengan DPMPp富sp Ko血Siわlga;

4. Penyanpalan surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi

prqyek kepada pimpin紬/pen狐縫ung ｣awabpe量aku usaha y狐g

behsi tent劃g　両abat dan star yang d王tugaskan d紬

dit劃datang紬i oleh両abat y孤g beⅣenang minimal 3 (寄ga) hah

sebelum pelaksa皿aan kegiatan;

5. Kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan

pada pcrkemb紬gan rea重isasi penana皿a皿modal deng紬te｢lebih

d血ulu berk∞血inas工deng劃　dinas te血is terkait apabぬ

diperlukan ;

6. Identirikasi pemasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;

7. Pembuatan profi] proyek hasil kunjungan ke lapangan;

8. Bひal亡ias置



8･ Evaluasi realisasi pen紬aman modal seca｢a血sesuai basil

pemantauan dan皿enuangkamya di dalam LKPM;

9. Rapat fasilitasi permasalahan dengan mengundang instansi

terkait apabila ada kendala/pemasal尋h紬yang dihadapi oleh

pelaku usaha血1am merealisas毘紬renc紬a inves血sinya )ring

dituangkan ke dalam notula rapatねsjlitasi pe調asalahan.

b. Kegiatan Pengawasan pelaks紬aan penanaman modal dilakukan

terhadap pelaku usaha di daerah sesuai dengan kewenangan

masing-masjng daerah. Kegiatan pengawasan melipu｡:

1･ tindak la巾ut has組kegiatan pem狐tau狐;

2. DPMPprsp provinsi melakukan koordinasi pelakcanaan

pengawa報n dengan DPMPPTSP Kota Sibolga/OPD terkait;

3. DPMPFTSP Kota Sibolga melakukan koordinasi pelaksanaan

pengawasan dengan SKPD terkalt;

4･ penya皿pa王an surat resmi tent狐g renc紬a kun｣ung紬ke lokasi

proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang

berisi tentang pejabat dan star yang ditugaskan dan

ditandatangani oleh pejabat yang belwenang paling sedikit 3 (tiga)

hah sebelum pelaksanaan kegiatan ;

5･ ku可ungan ke lokasi pr°yek;

6. dalam hal pengawasan dilakukan sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, pengawas紬dapat

dilakuk劃　tanpa pembe血huan ter量ebih dahulu kepada

pimpinan/ penanggung jawab pelarfu usaha;

7･ pembuatan basil pengawas紬dalam bentuk BAP sesuai dengan

fomat baku dan ditanda tangani oleh kedua pihak, balk pelaku

usaha maupun inst皿sj yang melakuk劃kegiatan pengawasan ;

8･ pembuatan pro珊proyek hasil ku垂ungan kelap紬gan; d紬

9･ pembuat紬1apo｢an hasil pengawas紬ketentu狐pelaksanaan

penanaman modal.

c･ Kegiat紬Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudah肌Bemsaha adalah

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha

PMDN yang ber]Qkasi di masing-masmg daerah terkalt dengan

kegiatan pelaksanaan penanaman modal, diantaranya ada]ah :

1. Sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk pelaksanaan

perizinan berusa血a, diantaranya fasilitas kemudahan berusaha

seperti insen｡f pajak pusat/daerah, dan kemudahan perizinan,

serta peraturan daerah terkait dengan pen an2- modal;

2. Sosialicasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong

kemitraan uscha skala b�9?�V誚���Tﾔｴﾒ�6WFVﾗ��Cｰ



3. Bimbingan teknis sistem o融.ne st.ngle sztb耽issz.on (OSS): khusus

untuk DPMP門SP Kota Sibolga, bimbingan teknis system oss

dit劃b血k紬melalui kegiat紬pend劃pingan, J｢ang melibatkan 1

(satu) or紬g tenaga pendampjng Non Aparatur sipil Negara

dengan persyaratan sebagal berikut:

a) Warga Negara獲ndonesia (WNI);

b) tingkat pendidik紬pali皿g ｢endah Diploma量1暮;

c) memfliki dan memahami perangkat komputer;

d) bersedia meng址ud pendidik紬/pela心han da皿mendapatkan

sertirikat kelulus紬dari Pu組t Pendidikan dan Pelatihan

BKPM;

e) bersedia ditempatk紬　secara penuh waktu di k紬t｡r

DPMP門SP selama 6 (enam) bulan be巾urut-turut; dan

f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui su.at

keputusan kepala DPMP門SP Kota Sibolga.

4･ Tenaga pendamping Non Aparatur S宣pi量Negara sebaga王mana

dimaksud pada angka 3 bertugas:

a) membe正k皿bimbingan, konsultasi, dan asiste皿si berbantuan

dalam hal te重jadi kendala pada pengisi紬sistem OSS dan

しKPM;

b) membe正kan diseminasi inお皿asi亡e｢ka上t pen留una紬sist｡m

OSS dan LKPM pada kegiatan Bimbingan Teknis system OSS;

c) membuat laporan bulan抑　a屯s kegiat紬　sebagaimana

dimaksud p貧da bumf a din　huruf b kepada kepala

DPMP門SP (L劃piran I工).

5. Bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM O融.ne yang

dilaporkan o萱eh pelaku usaha secara berkala.

E HasilKegiaねn

Hasi量kegiat紬DAK Non Fisik terdih atas:

a. Ke由atanpemantauan

1. Pro鮒hasil pemantauan;

2･ LKPM untuk kegiatan Pe皿紬tau紬pelaks紬a紬pen紬劃劃modal;

3. Notula rapat fasilitasi penyelesaian pemasalahan apabila melaksanakan

kegiatan fasilitasi penyelesalan pemasalahan (hmpiran 11) ;

4･ Kegiatan pengawasan;

5･ Pro珊hasil pengawasan;

6. BAP.

b. Kegiatan Bimbingan Teknjs/Sosia]isasi Kemudahan Berusaha Laporan

kegia亡an Bimbingan Te血is/ Sosialisasi memuat infbmas十ant紺a lain i

1･ Pese｢屯da皿Absensi;

2･ Narasumber;

3　Mateh yang disampaikan;

4 Notula.



4･ Notula ke鏡atan;

5. Dokumentasi.

F Ke坤akan operasional

1. Wall Kota wajib memprioritaskan pengendalian pelaksanaan penananan

modal untuk meningka吐紬realisasi penanam紬modal, kepatuhan pelaku

usaha d血am memenuhi ketentu餌pelaks祖aan pen紬aman modal, se血

kemudahan perizinan berusaha.

2. Pemerintah Kota Sibolga wajib menganggarkan DAK Nonfisik dalam APBD

berdaarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemerintah Kota Sibolga setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik

menetapkan persentase alokasi pengaturan penggunaan mem DAK

dimaksud secarapropo｢sional.

4･ Pemehntah Kota Sibolga　　亡idak dibena｢k紬　　me血kuk紬

perubahan/pergese｢紬alokasi DAK Non静s址y紬g dite正皿a b｡rdasarkan

alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

5. Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun Rencam Kelja dan Anggaran

(RKA) wajib mempedom紬i menu/program kegiat紬y紬g ditetapk孤dalam

petu巾uk tekms.

6･ Per紬gkat daerah melakukan konsu厄si d紬　koordinasi dalam

penyusunan RKA DAK Nonnsik se直a menyampa上kan Dokumen

Pelaks皿aan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.

7･ Kepala DPMP門SP ko亡a Siわlga men巾uk aparatur yang memniki tugas

d劃血ngsi pengenda競an pelaksana紬pen盆nam紬modal sebaga｣ pengclola

an籠aran dan pelaks劃a kegiatan DAK Non正sik.

8･Kepala BKPM men巾uk unit yang men紬g紬i tugas clan　血ngsl

pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagal pengampu teknis

DAK Nonrisik.

G P｢insip Dasar

Pemanfaatan DAK Non宜sik be巾edom紬pada phnsip ‥

1 ･ Keterpaduan

Kegiat紬direncanakan d狐dilaksanakan secara terpadu･ 1intas bid劃g.

untuk mencapal beberapa tujuan kegiat紬prioritas dengan melibatkan

para pelaks紬a program setiap血ngkatan DPMp門sp Kota Sibolga. Dalam

pen認unaan心dak diba互-bagi untuk setiap bida皿g da.n seksi berdasar

stⅢktur OPD tetapi untuk pelaksana紬p｢og丁a皿secara tehntegrasi.

2. E縦sien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada secara tepat, cemat dan seminimal mung虹n untuk mencapai

叫u劃seoptim血mung嵐n d紬tidak duplikasi deng劃sumber pembia)′aan

lain.

3･E/eたけ



3. Efektif

Kegiatan yang dilaks紬akan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian

prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prio正as

penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat

dipertanggungjawabkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB車上

MANA↓EMEN PELAKSANAAN DANA A調KAs量KHusus NONFIslK

A Perencanaan p印ganggaran

Kepala DPMPFTSP Kota Sibolga ya]ig menerima dan melaksanakan DAK

Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rericana kegiatan dengan

dokumen perencanaan yang teぬh disepakati oleh peme正ntah pusat dan

pemehntah daerah.

a･ DAK N〇両sik y紬g djalokasik紬kepada daerah dibuat perenc紬a紬sesuai

dengan pera亡uran y紬g berlaku di dae｢ah dengan mek紬isme APBD;

b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencam Kelja dan Anggaran

berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMP門SP Kota Sibolga,

prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Standar

Pelayanan Minimal yang dilaksmakan dj daerah secara terintegrasi;

c DPMPPTSP Kota Sibolga menyusun rencana kerJ.a dan anggaran (RKA) di

Sistem h宣bmasi Pemehntahan Daerah (SIPD) sesuai dengan pagu

anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;

d･ R恥y紬g te量ah disusun dan dik○○rdinasikan oleh DPMP門SP provinsi, dan

DPMPPTSP ka-bupaten/ kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan

dan Be重a可a Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudahditehma.

e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan

Desember tahun anggaran beljalan, dan dituangkan dalam fen.ana

kegiat紬yang nnci se心ap bul劃.

甘　PengelolaanAnggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

a･ Pem劃tauan pe量aksanaan penan劃anmodal,

1) Pemantauan ke lokasi proyek sebagai berikut.

a) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;

b) biaya penginapan;

c) alat tulis kan亡o｢; dan

d) biaya廿anspo轟asi a屯u sewa kendaraan

2) K○○rdinasi ketentuan pelaks紬a孤penanaman moda量DPMPPTSP

kota ke DPMPPTSP prov血si sebagai ber毘ut :

a) u劃g ha止血untuk paling bany祉2 (dua) orang,

b) biaya penginapa皿; dan

c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.

3) Koordmasi ketentuan pelak鎚naan penanaman modal DPMP門SP

kota ke BKPM sebagai be正血t :

a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;

b) biaya penginapan; din

c/厨a壬ya..



c) biaya tmspo巾asi a屯u sewakendaraan.

b･ Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke lokasi proyek sebagai

be正ku亡:

1) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;

2) biaya penginap狐;

3) alat tulis kantor; dan

4) biaya transpo正asi atau sewa keⅡda｢aan.

c. Bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha sebagal berikut:

1) paket耽eet的j勤da与l;

2) uang saku rapat bagi pese轟a;

3) hono｢ahum narasumber, dengan ketentu紬pene正ma honor

addah:

a) non ASN y狐g memiliki kompetensi di bida皿g Pen紬am紬

Mod覆亡emasuk peng雀ja重profesional;

b) ASN y紬g寄dak beke喜ja di inst紬si penehma DAK N｡n最sik

Pen孤am劃Modal d紬BKPM yang me加工iki penget血u紬

y紬g cukup terkait pen孤aman modal, pehzm紬　OSS,

maupunしKPM Oれ枕e;

c) prak廿si langsung yang telah me血1iki pengal狐an dalam

menggunakan slstem perizinan OSS maupun LKPM daririg.

4) Honorahum moderator, denga皿ketentuan pene轟ma honor

adalah:

a) profes工onal;

b) praktisi;

moderator h紬us memil臆kecakapan d血劃mcmandu diskusi.

5) alat tulis kantor;

6) spanduk;

7) pencetakan mate正dan laporan; dan

8) biaya pモndamp血g孤bさmpa岬ah atau gaji bul紬an untuk 1

(satu) orang tenaga pendamping selama 6 (enam) bulan yang

bes釘amya disesua王k皿　deng紬　ketentuan peratura皿

pemndang-undang紬yang berlaku didaerah

DAK Nonfisik tidal{ boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja

kuratif dan rehabilita叫semれar肋, honor input data, hadiah lomba,

honor panitiaL, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan,

sa｢孤a d紬p｢asarana.



C Laporan

a. DPMP門SP kota Sibolga menyampaik紬1apor狐｢ealisasi DAK Non組sik

kepada Kcpala BKPM c･q･ Deputi Bidang Pengend址an Pelaksanaan

p｡n紬am組M｡d血secara berkala se心ap 6 (enam) bulan sekali･ paling

lambat 15 Juli pada t血un be車1an untuk semester 1 dan 15 J紬uan pada

t血un behkutnya untuk semester 2 , meliputi :

1) Data rekapitulasi hasil kegiat孤pemantauan, pengawasan, dan

bimbingan teknis/ sosialisasi;

2) realisasi penyerapan租ggaran;

3) rea脆sasi kegiat紬; dan

4) pemasalahan dalan pelaksanaan.

b. Fomat laporan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu alokasi,

realisasi kegiatan be｢das紬k紬pencapa上組realisasi kegiat狐y狐g sudah

direncanakan, dan pemasalahan da]am pelak親naan.

c. Kepatuh劃daerah d血am menyampaikan laporan realisasi penyerapan

anggaran dan realisasi kegiatan akan di]adikan pertimbangan dalam

pengalokasian DAK Non丘sik pada　血hun berikutnya sesuai

peratu ranpcm ndang- undangan ･

D Monit〇五ng danEvaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh BKPM c.q` Deputi

Bidang Pengendalian Pelak損naan Penananan Modal dan Kementerian/

Lembaga terkait. Obyek monitoring dan evaluasi adalah realisasi per]capaian

dan kesesuaian target o叫yLtf kegiatan yang dilakukan secara berka量a setiap 6

(enam) bulan sekali･

E Ketentuan Pembiayaan

a. peljalanan dinasuntuk:

DPMP門SP kota Sibolga　竜dak dapat di即nakan untuk lin亡as

kabu paten / kota ･

b. Aparatur DPMPFrrsp kota Sibolga dapat menggunakan anggaran

peljalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala

DPMP門SP provinsi Sumatera U廿aa自u yang mewa則i sebanyak-

banyaknya 2 (dua) kali dal貧m setahun･

c. Aparatur DPMPPTSP provinsi, dan DPMPPTSP kabupaten/kota dapat

menggunakan anggaran peljalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas

undangan Kepala BKPM atau yang mewakili sebanyak- banyaknya 1 (satu)

kali d瓢amsetahun.

d. Pada saat penyusun紬Renc狐a Ke垂An幾aran (RKA), apabila ada

kom ponenatau p unkegiatandiluaHuangl in gkupDAKNon亀sik血i ,　maka

penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat

diperkenankan mcn綬unak狐餌幾組an DAK Non鯖sik･

e Kegfataれ‥･



e. Kegiatan pendidikan/pelatihan 1 (satu) orang tenaga pendamping

DPMPPTSPKota Sibolga menggunakan ketentuan: 3 (tiga) han

pendidikan/pelatihan ditambah minimal 2 (dua) hari perjalanan dinas

disesuaikan dengan letak geografis kabupaten/kota menuju provinsi,

Jakarta, dan lokasi kegiatan pendidikan/pelatihan. Jumlah hari kegiatan

pendidikan/pela心h紬ditentuk紬oleh Pusat Pendidik狐d紬Pelatih皿

BKPM.



BAB音量I

PENUTUP

petu工可k teknis ini dibuat untuk d狙dik孤acuan pen幾世aan DAK Non最sik

Tahun An腿紅組　2021 yang diara誰紬　untuk kegia亡劃　y紬g dapat

memngkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan

penanaman mod血d宣provinsi, kabupaten/ ko自

petu巾uk te血is pc咽叩na紬DAK Non宜sik ini merupak紬pe可elas劃atas

kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Tekms/Sosialisasi

kemudahan berusaha. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan

dilakukan pengaしih孤紬ggar紬diluar正nci狐alokasi DAK Non窟sik yang

ditetapkan oleh Kepala BKPM se也ap tahunnya･

Kepala DPMPPTSP Kota Sfrolga dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan

untuk mencapai minimal jumlahoutput sesuai dengan alokasi anggaran DAK

Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya,

pelaks紬a狐kegiat紬agar disinergikan d狐心dak ada duplikasi pembiayaan

dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya

(seperti APBD Kota) sehjngga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
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No 俵"�

用言 �&芳�誦W6���F�菷��6��&�R�

亡crcantumdalamPe重工zinanBe丁 

Gedung,namajalan,koぬ-no 

e肌a私 

(2_) 秘|､&F沫6芳V諄ﾌ���&芳V��7F��

lLembagaOSSsetelahpelakuu 

(3) 疲�ﾖ�F�荼�F�ｵ�Vﾆ�ｷUW6���

jawabPelakuUsahayangmenc 

pos, nomor telepon, /c耽, dan

|nomor加7t申horie･ 

(4) ��X�5ｦ匁�襷沫6芳6誚�跏��&F���

pclakuusaha･ 

(5) 薄軫W7F�6芳沫6芳V誚�跏���&V�6���

pe五〇depe皿餌tauan,亡o血Iakumu 

1`6, ) 彦6��v�ｶY�岬�F沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ������

danperempuansei血tenagake重ja 

音Direksi. 

(7) , Permasalahan yang dihadapi diisi dengan pema salahandan / atau

hambatan/ kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiaねn･

Rencana P○○duksi Komersi血diisi dengan

produksi/operasi komersial･



LAMPIRAN Ⅳ

PERÅTURAN WALI KOTA S暮BOLGA

NOMOR 02　TAHUN 2021

TENTANG

pENyELENGGAREN DANA ALOKrsl KHusus NONFlslK FAslLITAs]

pENANAMAN MODAL pEM巴R重NTAH KOTA slBo鵬A TAHUN ANGGARAN 2o2 1

FORMAT pROF山肌s量L PENGAWASAN PELAKu USAHA YANG DIKUNJUNG暮

KE調KAS丁pRoyEK uNmK pENGE調LAAN DAK NONF工slK

塾豊平nmwさsす肥土惚-一題王国葺的u daii E塊usaha

inTe5tas,　　　　　　-　Qe�ｦ餠ﾗ���������������������������ｹ59k8��ｩXﾘ�

.計
~
人
か
一
｣

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



No ��

(I) 犯��6��&�VｶF沫6芳V誚���

~jalan,koぬ-nomorkodepos 

百百百百百百百国書

nomor telepon, /ar, dan emajJ.

(2)i 閥$ﾄ芳��&芳�誦W6���F沫6芳V誚�跏��"�

yangtercantumdalanPerizinanBerusaha 

(3) 薄軫W7F�6芳沫6芳V誚�跏免��&V�6���也fW7F�6追"�

pe五〇depeman血u紬,totalakumulasirea轟sasi 

言4) ��X�5ｦ匁�襷沫6芳V誚�跏�ﾖ�&I-ｷF�誚v�ﾅ�W&里�

PelakuUsaha. 

(5) 幡V譌2����6友�9*ﾆ�Vｷ6芳沫6芳V誚�+*6V譌7�"�

ataujasayan象diproduksia血udipas狐kan･ 

(6) 杷���V�VｶF沫6芳V誚�襷�VﾖV蹤�6友W&ｶ匁��

(7) 班V�4�&V�F沫6芳V誚�貮V�6�貳���貳��6��&��

(8) ��X�ｹUｦW79�X.�GVｷ6ﾂ��UF�6噺�ﾖUG6��ﾆF沫6蓬ﾌr�

pembangunanproyekdantan裳血dimulainyake 

kome｢sial. 

(9) 嶺��6滅�V誚�v�6�襷宥Y-ｶvｶ�襷�ﾆ�ﾘ-�&ﾗVﾆ�)|｢�

(10) ��&�&�ﾕ�Vﾆ�ｷUW6���F沫6芳V誚��6�8ﾗv�5ｲ�"�

t狐認ungjawabPelakuUsahaataskemitraan, 

ke寄a,se競apengelolaanlingkung劃･ 

申丁) 噺�F�ｵ�Vﾆ�ｷUW6�����F沫6芳V諄ﾌ�WF7&�誚���

PelakuUsahayangmencantumk紬nama｣e 

haれdp九〇れe. 

CSR, p｡1a寄han temga i



LAMP【RANV

PERATURAN WAL重KOTA S萱BOLGA

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

pENyELENGGARAAN DANA ALo鳳sl KHusus NONF量slⅩ

FASILITASI PENANAMAN MODAL PEMERTNTAH

KOTA S工BOLGA TA壇UN ANGGARAN 202う

BE閤TA ACARA PEMER量KSAAN但Apl

No皿o丁∴../RAP/.../.･子･･

Pada ham mi,...tanggal...bulan...tahun...,yang ber屯nda tangan dibawah ini, wakil-

wakil dari mstansi pememtah dan wakil dari pelaku usaha, teTh melakukan

pc皿gawasan dalam rangka-

量. KE｢rERANGAN PELAKu USAHA

1. 疲�ﾖ��XﾈﾆｷWW6���� ��

2. �&芳�誦W6���� ��

3. i i ��V�ﾖ�Dﾆ��6���坊ｲ� 筈ﾂ�

Desa/Kel.: 

Kec. 

K租b./Ko血: P○○vinsi i 

Kodepos 

Telp.j 

Fα. 

4. ��X葷vx+V匁vｦ�v�"��� 疲����Hp 曇 

量量　PERIZINAN DAN/ATAU NONPER工Z暮NAN

PEN GAWASAN (di血mp止kan)

1. 疲ﾉO�� 疲�F�誚v�ﾂ�

2. 迫ｨﾈﾅW6���� 碑�ｸ�ｲ�VfVｷF肪�&VﾇVﾔ&W&ﾆ�ｷTVfVｷF肪�

3. 儘姥伜$ｶ��匁W'6��ﾂ�� ��F���ｴ�F��2�

Operasion種l ��No. 

音4. 杷�6倡蹤�5�6����葷���ﾖ��ﾂ� 碑�ｸ�ｵHﾌ�V�ﾂ�

5. ��VﾖV躔����上 i i ��D率倅ﾔﾆ��6��や�

Ko皿itmcnataslzi皿 凭b-AMDAL/UKL,UPL,SPPし,danlz血 

Usaha 凾ｵ血gkungan∴‥ 

c.IzinMendirikanBangunan:... 

d.SertifikathaikFun貿si:… 

6. i ��VﾖV躔����ｶ�ﾖ幽葷V��F�6ﾇｦ問�ｶ�W'6��Fﾂ����W&�6鑓葷�ﾂ�i i ���7F�襷�#｢粐��

b.Sert劃しkasi∴. 

c.Liscnsi:… 

d-Penda允aranBa丁ang: 

e∴la王n-ぬin: 



Mengetahui ��X葷Y�6ｷ6�ﾂ���T皿daTa 

Pimp血an/Penanggung ��荼�&F匁�F�$$ｵ�ﾒﾂ�
DPM門､SPprov皿si, 

JawabPelakuUsaha 

atauDPMPTSP 

tandatangan 霧�'W��FV糲讎���

dancapbasah 

Nama Nana 

Jabatan 幡�&�F���

2.BKPM,DPMPISPKota 1Nama i 亦���

(Jabata重l i ��

3､Wak組Instansi… 



TATA CARA PENGISしAN BER量TA ACARA PEMER工KSAAN (RAP)

a/BAP/b/c/d

Kctcrangan;a d正sl nomor BAP

b dnsi dengan kode instansi yang mengkoord血r pehksanaan BAP

kode皿stansi:

A二BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B二DPMPTSP P丁ひvinsi,

C = DPMPISP Kabupaten/Kota

c diisi buha pembuatan BAP (dituhs dalam huruf romawi) d

diisi tahun pelaksanaan RAP

contoh　: Nomor BAp yang dilakukan oleh Direktorat wilayah I BKPM pada

bulan Novembcr Tahun 2020 sebagaiberikut:

O l /BAP/A.I/XI/ ･ … (Tahun)

Ham, tanggal, bulan, tahun diisi sesual dengan pelaksanaan p�誚�v�6��

d血okasi proyek.

L KETERANGAN PELAKu usAm:

D竜si nana peぬku usaha scsuai izln

usaha/ persetujuan dan dicocokan

dengan Anggaran Dasarperscroan･

Diisi sesual dengan bidang usaha yang

te｢cantu皿　dalam No皿o重　工nduk

Berusaha/ Iz血Usaha/ dan/ atau量z血

Ko皿c｢sial/ Ope｢asional･

Diisi sesuai dengan　血a皿at lひkasi

pmyck Desa/Kelurahan, Keca皿tan,

Kabupaten/Kota, Kode Pos,皿o皿or

telepon, dan巧r.

D五si nana lengkap, nomor HP dan

ala皿at e肌α章さ　pcnanggung jawab di

lokasiproyc k

【】-　PER量ZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJAD○　○BYEK

PENGAWASAN :

Diisi secara lengkap dan benar sesual d�誚����W&率匁���F���踐��W&率匁���67'F�

penzinan lam yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu nomor izin-izin dan tanggal

baik yang diterbitkan oleh lnstansi Pusat maupun Daerah･ Copg perizinan

d遭ampⅢkan dala皿BAP･

HJ.HAS/i..



Ill HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksaliakan disesuaikan dcngan tujuan

pengawasan,ぐontoh‥

-　kepatuhan kewajiban menyanpaikan LKPM sesuai periode

pe重a叩r種n;

-　pe血也han kepad租†enaga kc工ja Indoncs岨bagi peぬku usaha )rang

mempekeijakan tenaga kc寄a as血g;

-　kemi血a包n sesuai bidangusa血a;

-　kewajiban Lingkungan U-孔/UPL atauAM-D凡;

-　program CSR bagi pelaku usaha (apabila ada);

-　pemanfaatan fasilitas T調Ho脇qu, r肋Azめt�9Jv6Rﾂ�F�鬻�F�P

MαsteγZist (apabila ada);

-　pemasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (apabilaada).

2. Apabila pelaksaman pengawasan dalam rangka pengawa輔n fas址tas

impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antam lain

(apab組aada) :

a. Fasilitas imper mesin/peralatan
_Jum血h N組ai dala皿SK Pabean : US傘….

- Nnai yang te血h di皿po重　　: USS …･

- S土sa yang皿as血akan d血npor : USS･･･…

b. Pengadaan mesin/peralatan dan dalam riegen

- Pe皿gadaan D租l狐Negch　　:Rp……

c. Fasilitas皿por barang dan b血an

Volume Barang dan Bahan data SK Pabean.... Ton/U_n_it
..… Ton/U正t(%)

….. … Ton/Unit(%)

.uS命

: usS　　　　(.…%)

; USめ　　　　(.用%)

Kete｢angan :

a Fas出tas impor mesin/peralatan

_　Jumlah Nilai daham sK pabean

Diisi sesuai dengan r血u yang tercantum dalam SK Pabean (r朋ster樹).

-　N虹aiyang teぬh diimpor

D正si scsuai dengan re狐sas宣yang tercan†um dala皿dokumen

mpor (PIB/Jn.uo]`ce), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK

Pabcan dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.

-　S宣sayang皿as血akandiimpo｢

Diisi sesuai dengan selisih antara nilal SK Pabean dengan

realisasi血per, persentas�FW&��F���ｧVﾖﾆ���譁ﾆ���F�ﾆ�ﾒ�4ｰ

Pabean dan masih akan d皿akukan imper

b Penga.daan mesh/peralatan da轟dalamnegeh

Dicantunknn nilal mesin/peralatan yang dibeli dan dalEim negen

dengan setara dalam usDo!!czr.

c Fasilitas impor barang dan bahan
-　Volume Barang dan Bahan dalam sK pabean

Diisl sesuai dengan volume y紬g tercantu皿dala血SK Pabean･

-　Volume yang telah diimpor

D止sl sesua王dcnga皿volu皿e yang tcrc狐tu皿dala皿doku皿en

imprr (PIB/加LJo{’ce), persentase terhadap jumlah nilai dalan SK

Pabean.

Stsα .



ー　Sisayang belum diimper

Diisi sesual dengan sehsih antara ni血SK Pabean

dengan rcalisasi impor, persentasc terhadap

ju皿Iah n止ai d血a皿SK Pabe狐dan皿as血aka皿

dⅡakukan impor.

_　Jumlah Nilal daha sK pabean

Diisi sesuai dengan r血u yang tcrcantum daham SK

Pabean (maste規st).

-　Nnaiya皿g tclahdii皿por

Diisi sesuai dengan ｢ea止sasi y劃g tercantum

dalam dokumen mper (PIB/h乱/oice), persentase

te重hadap ju皿血h血Iai daぬ皿SK Pabean･

-　Sisaya皿g皿as血akand正皿叩r

Di上sj sesuai deng狐sc止s血an血工･a m血i SK Pabean

dengan realisasi imper, persentasc terhadap

jum血h nnai da血皿SK Pabean dan皿as血akan

d立aku kan i皿por.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas imper mesin dan

bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a.　Mesin-mesm pokok yang diimpor telah terpasang;

(Jika belum terpasang dijelaskan alasamya dan
kenapa)

b.　Kescsuaian jumlah mesin/pera血tan pekok yang

diimper dengan jumlah m�6ﾒ��W&�ﾆ�F���������誄

ada di lokasi p調yek; (J批a ada perbed繍an, sebu叱a皿

alasarm_ya)

c.　Bahan baku yang dil皿por dir血ci;

d.　berapa yang suda血digunakan;

e.　berapa yang masih ada di gudang (apabila ada

perbedaan, agar dijelaskan),

f.　Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun..

g･ Te皿uan lam yang dia血盟ap perlll terkait dengan

penggunaan fas址tas penanaman modal,

h.　Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan

dengan nj血yang telah dimper pada kaHu kendali.

Pcnandatanga皿n BAP dilakukan oleh pi皿p血an/pcnan務ung jawab

pelaku usa血a dan koordinator bcscrta scluruh warn instansi terkait

yang　rne血kukan BAP　址lokasi pmyek pclaku usa血a yang

bersangkutan.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M､ SYARF工HUTAURUK


